BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR29 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANATEKNIS

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHVIAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KARIMUN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit

PP((‘aar;lksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
rimun.

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
%_Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undan? Nomor 53 Tahun 199 tentang‘ Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
grLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 111,dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (7Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-
Undang gLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560%) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggagn_t_l Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Irembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentan
Badan _Lg[yanan Umum Daerah (Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita_Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Penyele_ngigaraan Pusat Kesehatan Mas%%gakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Karimun (Berita Daerah Kabupeten Karimun Tahun 2022
Nomor 90);



VEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKALT.

BAB |
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yarl1<ga(jimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Karimun. _

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bupati adalah Bupati Karimun. _

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam |oola pengelolaan Kkeuangan sebagai pengecualian dari ketentuan

Ber]gelo aan Daerah pada umumnya. _ _

nit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di

wilayah keijanya. _ _ _

7. BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD
Puskesmas adalah unit keija Dinas yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang tanpa
mengutamakan mencari _keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. _ _

8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat
Pengelola adalah pejabat di Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap
Kineija operasional puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan,
dan pejabat teknis. _ _

9. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Karimun.

10. Pejabat Keuangan dan pejabat teknis adalah Adalah pejabat yang ditetapkan
pemerintah daerah. _ _ _

11. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah
Pegawai Aparatur SIEH Negara dan Pegawai Non- Aparatur Sipil Negara yang
sebagaimana ditetapkan dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD .

13.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. o

14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu
organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau
barang kepada pelanggan. - o _

15. Remunerasi adalah imbalan keija yang diberikan kepada pejabat pengelola,
Pegavval BLUD dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pensiun dan
ambahan penghasilan lain. _ _

16. Gaji adalah imbalan keija berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.

17. Tunjangan tetap yaitu imbalan keija berupa uang yang bersifat tambahan
endapatan diluar gaji setiap bulan. = _

18. Bonus atas Prestasi yaitu imbalan keija berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi keija Igll_alj%

dapat diberikan 1 %satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah

memenuhi syarat tertentu.
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19.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa
ang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
onsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya. _

20. Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada BLUD Puskesmas
berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. _ _

21. Nilai Nominal Poin adalah Nilai satuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Karimun dan/atau Pimpinan BLUD.

BAB i
MAKSUD DAN TWUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan
emberian Remunerasi pada BLUD Puskesmas sebagai imbalan keija bagi Pejabat
engelola dan Pegawai BLUD Puskesmas.

BABIII
PRINSIP

Pasal 3

(D Remunerasi BLUD Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab

dan tuntutan profesionalisme mempertimbangkan prinsip:

a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan ukuran dan jumlah aset yang
dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. Kemampuan pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD
Puskesmas; _ _ _ _

C. kesetaraaan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan
sejenis;

d. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses
analisis dan evaluasi jabatan; dan o

e. kewajaran dan kineija operasional berdasarkan indikator keuangan,
pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(@ Selain _memgertimbang_kan prinsiﬁ sebagaimana dimaksud pada ayat (1?1,
g_etn}beﬂan emunerasi memperhatikan Nilai Nominal Poin yang tela
itetapkan.

BAB IV
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan
tanggung jawab dan profesionalisme.

(9 Remunerasi se_ba%aimana_dimaksud pada ayat %) diberikan dalam bentuk:
a. gaji yaitu imbalan Keija berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
b. tunjangan tetap yaitu imbalan keija berupa uang yang bersifat tambahan
pendapatan di luar gafl setiap bulan; _
c. Insentif yaitu imbalan keija berupa uang yang bersifat tambahan
Bendapatan di luar gaji; dan - _
d. bonus atas prestasi yaitu imbalan keija berupa uang yang bersifat
tambahan pendapatan di luar gi?jl; tunjangan tetap dan insentif, atas
prestasi kelga ang dapat diberikan 1 fs,atu kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
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) Pejla_lbat_ Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2
meliputi: B
a. bersifat tetap berupa gaji; dan _ _
b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas
prestasi.

(4 Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Bersifat tetap berupa gaji; dan _
b. Bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi.

(® Pemberian gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ba%l Pegawal Negeri Sipll sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

() Pengaturan remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsional,
kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kineija.

(@ Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

(@ Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang
keang%%taannya dapat berasal dari unsur:
a. OPDyang membidangi kegiatan BLUD;
b. OPDyang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
c. Perguruan tinggi; dan
d. Lembaga profesi.

(@ Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi;
Pengalaman dan masa keija;

Jenis Ketenagaan/Jabatan;

Merangkap Tugas;

Jabatan Pengelola;

Resiko Keija; dan_

Presentase Kehadiran.

D OO o

Bagian Kedua _
Ketentuan Pemberian Remunerasi

Pasal 7

(D Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan
kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagai tambahan pendapatan di
luar gaji berasal darrjasa pelayanan.

(9 Alokasi penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sekurang kurangnya 60% (enam puluh persen) dari pendapatan jasa layanan
BLUD Puskesmas yang bersumber dari:

a. Jasa Layanan:
1 Kapitasi;
2. Non Kapitasi; dan
3. Retribusi.
b. Hibah; _ _
c. Hasil Keijasama Dengan Pihak Lain;
d. APBD; dan
e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.



Pasal 8

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Pimpinan BLUD.

_ Bagian Ketiga
Tindakan Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Tindakan pelayanan kesehatan yang dapat di klaim (non kapitasi dan retribusi) yang
akan diberikan kepada pelaksana tindakan, Jasa pelayanan seluruh pegawai dan

untuk Operasional Puskesmas, besarannya diatur melalui Surat Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pemberian jasa pelayanan termasuk kebijakan lokal dan
indikator Kineija diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Kesehatan
dan/atau Pimpinan BLUD.

BABM
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 4 Acustus 2025

BUPATI KARIMUN

IYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 4 AcusTus 2025

F. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

I'tho&m
DIUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOVOR 29



